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ABSTRAK 

 

        Penanganan fakir miskin seringkali dibenturkan dengan angka 

kemiskinan di beberapa daerah. Padahal angka kemiskinan yang meningkat 

dikarenakan kesejahteraan sosial serta jaminan sosial yang tidak terpenuhi 

dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di negara Indonesia ini. Sesuai 

dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, 

mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak 

terlantar. Namun pada kenyataannya berbanding terbalik di beberapa daerah 

masih terdapat ketidakmerataan dan kesenjangan sosial dalam beberapa 

aspek bantuan sosial. Terkait bantuan sosial merupakan program 

pemerintah yang berupa jasa, barang, uang dan lainnya. Maka terdapat 

bantuan pangan yang menjadi program andalan Kementerian Sosial yaitu 

Bantuan Pangan Non Tunai yang ditujukan untuk mengurangi gizi buruk, 

mengurangi angka kemiskinan terkait permasalahan masyarakat yang sulit 

mendapatkan sembako dengan gizi seimbang dikarenakan masalah 

ekonomi. Tesis ini untuk menganalisa ratio legis pemberian bantuan pangan 

non tunai pada masyarakat penghasilan rendah dalam kerangka negara 

hukum Indonesia dan pemberian bantuan pangan non tunai pada masyarakat 

berpenghasilan rendah dalam perspektif good governance. Penelitian 

hukum yang dilakukan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan 

perundang-undangan untuk menemukan kesesuaian antara aturan hukum 

dengan prinsip asas hukum. Fokus pada penelitian ini adalah pengkajian 

implementasi tata kelola kelembagaan pemerintah yang baik dalam praktek 

maupun kebijakannya. Penelitian ini nantinya akan menjabarkan secara 

spesifik terkait kharakteristik bantuan pangan non tunai dan prespektif good 

governance dalam tata kelola kelembagaan pemerintah mengenai system 

bantuan pangan non tunai. 

  Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa pemerintah memiliki 

kewajiban dalam menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia dengan 

mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melalui program 

pemerintah yakni Bantuan Pangan Non Tunai sebagai perwujudan 

pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan pemenuhan hak asasi 

rakyat Indonesia. Pemerintah juga melakukan hal pelaksanaan penyaluran 

bantuan pangan berdasarkan prinsip-prinsip good governance yakni prinsip 

transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip keadilan dalam pengelolaan 

bantuan pangan non tunai maupun mekanisme penyaluran bantuan pangan  

non tunai. Hal ini sejalan dengan amanat pada pembukaan Undang-Undang 

Dasar I945 alinea keempat mengenai jaminan sosial dan kesejahteraan 

sosial dalam negara hukum. 

Kata Kunci: Bantuan Pangan, Negara Hukum, Pemerintahan yang Baik.  
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ABSTRACT 
 

      The handling of the poor is often clashed with the poverty rate in some 

areas. In fact, the poverty rate has increased due to social welfare and social 

security that are not fulfilled in social life, especially in this Indonesian 

country. In accordance with the provisions of Article 34 paragraph (1) of the 

1945 Constitution, it mandates the obligation of the state to care for the poor 

and abandoned children. However, in fact, in contrast, in some regions, there 

are still inequalities and social inequalities in some aspects of social 

assistance. Related to social assistance is a government program in the form 

of services, goods, money and others. So there is food assistance that is the 

mainstay program of the Ministry of Social Affairs, namely Non-Cash Food 

Assistance which is aimed at reducing malnutrition, reducing poverty rates 

related to the problems of people who find it difficult to get basic necessities 

with balanced nutrition due to economic problems. This thesis is to analyze 

the legislative ratio of providing non-cash food assistance to low-income 

people within the framework of the Indonesian legal state and the provision 

of non-cash food assistance to low-income people in the perspective of good 

governance. The legal research conducted in this thesis is to use a statutory 

approach to find conformity between the rule of law and the principles of 

legal principles. The focus of this research is the assessment of the 

implementation of good governance of government institutions in practice 

and policy. This research will later describe specifically related to the 

characteristics of non-cash food assistance and the perspective of good 

governance in government institutional governance regarding the non-cash 

food assistance system. 

        The result of this thesis research is that the government has an obligation 

to ensure the welfare of the Indonesian people by implementing the 

distribution of social assistance through a government program, namely Non-

Cash Food Assistance as a manifestation of the government to ensure the 

welfare of the people and the fulfillment of the human rights of the Indonesian 

people. The government also carries out the implementation of food aid 

distribution based on the principles of good governance, namely the principle 

of transparency, the principle of accountability, the principle of fairness in the 

management of non-cash food assistance and the mechanism for distributing 

non-cash food assistance. This is in line with the mandate in the preamble to 

the Fourth Paragraph of the Constitution I945 concerning social security and 

social welfare in the state of law. 

 

         Keywords: Food Aid, State of Law, Good Government. 
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